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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

1. Pengetian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daearah 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1
 

Pengertian APBD menurut Achmad Faudzi sebagaimana 

dikutip oleh Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie 

APBD adalah program pemerintah daerah yang dilaksanakan 

dalam satu tahun mendatang, yang diwujudkan dalam satu 

bentuk uang.
2
 Jadi APBD merupakan rencana keuangan 

daerah yang merupakan program dari pemerintah daerah yang 

dilaksanakan dalam satu tahun mendatang yang bertujuan 

                                                             
1
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, h.2. 
2
 Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pajak Daerah dalam 

Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 7. 
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untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat di daerah. 

APBD adalah salah satu anggaran daerah yang memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut:
3
 

a. Rencana suatu kegiatan daerah beserta uraiannya secara 

rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target 

minimal untuk menutupi biaya.  

b. Biaya sehubungan dengan aktivitas. 

c. Aktivitas tersebut dan adanya hubungan dengan biaya. 

d. Biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran. 

e. Pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan, dan 

proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode 

anggaran, yaitu biasanya satu tahun. 

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) dibutuhkan proses penyusunan dan persetujuan 

melalui bagian eksekutif dan bagian legislatif terkait 

kebijakan umum APBD dan prioritas dalam menyusun 

APBD. 

                                                             
3
 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era Otonomi Daerah, 

(Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 95. 
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2. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daearah 

menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi yaitu 

sebagai berikut:
4
 

a. Fungsi otoritas: anggaran daerah menjadi dasar untuk 

melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun 

bersangkutan. 

b. Fungsi perecanaan: anggaran daerah menjadi pedoman 

bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada 

tahun yang bersangkutan. 

c. Fungsi pengawasan: anggaran daerah menjadi pedoman 

untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan 

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan. 

d. Fungsi alokasi: anggaran daerah harus diarahkan untuk 

menciptakan lapangan kerja atau mengurangi 

                                                             
4
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, h. 8. 
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pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta 

meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian. 

e. Fungsi distribusi: anggaran daerah harus memperhatikan 

rasa keadilan dana kepatutan. 

f. Fungsi stabilitasi: anggaran daerah menjadi alat untuk 

memelihara dan mengupayakan keseimbangan 

fundamental perekonomian daerah. 

3. Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

1. Pendapatan 

Pendapatan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang 

diperoleh dari daerah yang diambil berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan peundang-

undangan untuk mengumpulkan dana yang bertujuan 

untuk kebutuhan masyaraakat.  

Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis 

pendapatan yang terdiri atas:
5
 

                                                             
5
 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era....., h. 105. 



 28 

1) Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang 

dikenakan berdasarkan Undang-Undang  yang 

tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan 

bagi mereka yang tidak mau membayar pajak 

dapat dilakukan paksaan. 

2) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertetu 

yang khusus disediakan dan diberikan juga kepada 

pemerintah daerah untuk kepentingan secara 

pribadi maupun badan. 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan adalah pendapatan yang berupa hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

yang terdiri dari bagian laba atas penyertaan 

modal atau sering disebut investasi pada 

perusahaan yang dimiliki oleh daerah. 

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah 

pendapatan yang terdiri dari hasil penjualan aset 
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daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa 

giro, penerimaan bunga dan lain-lain. 

b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan deesentralisasi.  

Dana Perimbangan dibagi menurut jenis 

pendapatan yang terdiri atas:
6
 

1) Dana bagi hasil adalah bagian derah dari 

penerimaan pajak bumi dan bangunan bea 

perolahan hak asasi tanah dan bangunan dan 

penerimaan dari sumber daya alam. 

2) Dana alokasi umum adalah transfer dana dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk 

mengurangi kesenjangan fiskal. Dana alokasi 

umum (DAU) atau sering disebut juga dengan 

block grant yang besarnya didasarkan atas 

formula. 

                                                             
6
 Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi....., h. 

174. 
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3) Dana alokasi khusus identik dengan special grant 

yang ditentukan berdasarkan pendekatan 

kebutuhan yang sifatnya insidual dan mempunyai 

fungsi yang sangat khusus. 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dibagi menurut 

jenis pendapatan yang terdiri atas:
7
 

1) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah 

lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam 

negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan 

lembaga luar negeri yang tidak mengikat. 

2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka 

penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana 

alam. 

3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada 

kabupaten/kota. 

4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

                                                             
7
 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era....., h. 97. 
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5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya. 

2.  Belanja 

Belanja di kelompokan menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

a. Belanja Tidak Langsung adalah suatu belanja yang 

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan kegiatan daerah. Belanja tidak langsung 

dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas:
8
 

1) Belanja Pegawai adalah belanja yang berbentuk 

seperti gaji dan tunjangan serta pengahasilan dari 

yang lainnya diberikan kepada pegawai negeri 

sipil yang sudah ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2) Belanja Bunga adalah bentuk belanja yang 

digunakan dalam penganggaran pembayaran 

berupa bunga utang yang sudah dihitung sesuai 

kewajiban pokok utang dalam bentuk jangka 

pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 

                                                             
8
 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era....., h. 124. 
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3) Belanja Subsidi adalah bentuk belanja yang sudah 

dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya 

produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu 

tujuannya agar harga jual atau produksi barang 

dapat terjangkau oleh masyarakat. 

4) Belanja Hibah adalah belanja yang sudah 

dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain 

sebagai hibah biasanya dalam bentuk uang, barang 

dan jasa. 

5) Belanja Bantuan sosial adalah belanja yang sudah 

dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

6) Belanja bagi hasil adalah belanja yang sudah 

dianggarkan sebagai dana bagi hasil dan sumber 

pendapatannya pada Kabupaten/Kota, kepada 

Provinsi dan Desa atau pemerintah daerah tertentu 

kepada pemerintah lainnya yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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7) Bantuan keuangan adalah pemberian bantuan yang 

bersifat umum atau khusus dari pemerintah 

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau 

pemerintah lainnya tujuannya dalam bentuk 

pemerataan atau peningkatan kemampuan 

keuangan. 

8) Belanja tidak terduga adalah belanja untuk 

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 

diharapkan berulang maksudnya adalah kegiatan 

yang tidak bisa diulang seperti penanggulangan 

bencana alam. 

b. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan 

untuk kegiatan secara langsung dalam hal pelaksanaan 

program. Belanja langsung bagian dibagi menurut 

jenis belanja yang terdiri atas:
9
 

1) Belanja pegawai  adalah bentuk pengeluaran untuk 

meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai 

dalam melaksanakan suati kegiatan daerah. 

                                                             
9
 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era....., h. 126. 
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2) Belanja barang dan jasa adalah bentuk 

pengeluaran dalam hal pembelian atau pengadaan 

barang yang memiliki nilai manfaat kurang dari 

setahun, dalam pemakaia jasa untuk melaksanakan 

kegiatan daerah. 

3) Belanja modal adalah bentuk pengeluaran yang 

digunakan untuk pembangunan aset secara tetap 

dan memiliki nilai manfaatnya lebih dari satu 

tahun. 

3. Pembiayaan 

Pembiayaan daerah terdiri dari: 

a. Penerimaan Pembiayaan mencakup:
10

 

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran 

sebelumnya (SiLPA) adalah bagian dari suatu 

penerimaan anggaran yang diperoleh dari 

pelampauan penerimaan PAD, dana Perimbangan 

dan penerimaan lain-lain. 

                                                             
10

 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era....., h. 99. 
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2) Pencairan dana cadangan adalah bagian dari suatu 

penerimaan anggaran yang diperoleh dari 

pencairan berupa dana cadangan dari rekening 

dana cadangan ke kas umum daerah. 

3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

adalah bentuk keseluruhan penjualan aset yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah yang senantiasa 

dikerjasamakan oleh pihak ketiga. 

4) Penerimaan pinjaman daerah adalah bentuk 

keseluruhan penerimaan dari pinjaman pemerintah 

daerah. 

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman adalah 

bentuk penerimaan kembali dari pemberian 

pinjaman kepada pemerintah pusat. 

6) Penerimaan piutang daerah adalah bentuk 

penerimaan dari pemberian pinjaman kepada 

pemerintah pusat. 
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b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup:
11

 

1) Pembentukan dana cadangan adalah bentuk 

pengeluaran dalam membentuk dana cadangan 

untuk mendanai suatu kegiatan daerah dalam 

menyediakan dananya tidak dapat sekaligus. 

2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

adalah bentuk pengeluaran daerah yang 

dialokasikan pada pernyataan modal atau investasi 

baik dalam waktu jangka panjang maupun jangka 

pendek. 

3) Pembayaran pokok hutang adalah bentuk 

pembayaran kewajiban atas pokok utang yang 

dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman dalam 

waktu jangka panjang maupun jangka pendek. 

4) Pemberian pinjaman daerah adalah bentuk 

pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian 

kepada pemerintah pusat, pemerintah daearah dan 

pihak ketiga. 

                                                             
11

 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era....., h. 99. 
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B. Dana Alokasi Umum (DAU) 

1. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum yaitu dana yang 

berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi.
12

 Dana Alokasi Umum bersifat “Block Grant” 

yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai 

dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan 

otonomi daerah.
13

 

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana 

pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersumber dari 

pendapatan APBN, yang di alokasikan sebagai tujuan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

                                                             
12

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, h. 5. 
13

 Fadillah Amin, Penganggaran di Pemerintah....., h. 69. 
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kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14

 

Jadi Dana Alokasi Umum ini salah satu pendapatan daerah 

yang dialokasikan untuk Daerah Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota sebagai dana pembangunan. 

Dana Alokasi Umum sebagai salah satu bagian dari dana 

perimbangan yang ditunjukkan untuk mengurangi 

kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah. Menurut 

Mardiasmo sebagaimana dikutip oleh Yoyo Sudaryo, 

Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofiati mengidentifikasi 

beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan 

dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah, yaitu:
15

 

a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah. 

b. Untuk meningkatkan akuntabilitas. 

c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif. 

d. Untuk meningkatkan keberterimaan pajak daerah. 

 

 

                                                             
14

 Muhammad Idris Patarai, Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Sebuah Pengantar), (Makasar: De La Macca, 2016), h. 195. 
15

 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era Otonomi Daerah, 

(Yogyakarta: ANDI, 2017), h. 115. 
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2. Penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum digunakan untuk 

suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi 

dasar  yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi potensi 

penerimaan daerah yang ada.
16

 Sementara itu, berdasarkan 

pendekatan kesenjangan fiskal, besarnya DAU yang diterima 

oleh Kabupaten/Kota diselurh Indonesia didasarkan pada 

ketentuan berikut ini:
17

 

a. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% 

dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam 

APBN. 

b. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan untuk 

kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% 

dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas. 

                                                             
16

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, h. 19. 
17

 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era....., h. 115-116. 
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c. Dana Alokasi Umum suatu daerah Kabupaten dan Kota 

tertentu ditetapkan berdasar perkalian jumlah Dana 

Alokasi Umum untuk kabupaten dan kota yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembagian alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya 

besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh 

alokasi Dana Alokasi Umumnya yang relatif kecil. 

Sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil 

tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi 

Dana Alokasi Umumnya relatif besar. Dalam LRA, 

penerimaan DAU merupakan bagian dari transfer Pemerintah 

Pusat (dana perimbangan).
18

 

Penghitungan alokasi DAU kepada suatu daerah 

didasarkan pada celah fiskal, yakni selisih antara kebutuhn 

fiskal (fiscal need) daerah dengan kapasitas fiskal (fiscal 

capacity) daerah. Kebutuhan daerah adalah kebutuhan 

                                                             
18

 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era....., h. 116. 
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pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar 

umum. 

C. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

1. Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah pendapatan daerah 

yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk 

membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang 

menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.
19

 Dana 

Alokasi Khusus merupakan transfer dana yang bersifat 

spesifik, yaitu untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah 

digariskan (specifik grant).
20

 Jadi Dana Alokasi Khusus 

(DAK) merupakan salah satu bentuk pendapatan yang 

bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk 

kebutuhan daerah tertentu. 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah 

                                                             
19

 Damas  Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

(Malang: UB Press, 2017), h.  28. 
20

 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era....., h. 119. 
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dana yang bersumer dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
21

 

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai 

investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan 

sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam 

keadaan tertentu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat 

membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasaran 

dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 

(tiga) tahun.
22

 

Pada dasarnya Dana Alokasi Khusus (DAK) ditunjukan 

untuk membantu kegiatan daerah secara khusus yang 

digunakan untuk membiayai kebutuhan terkait sarana dan 

prasarana dalam pelayanan dasar masyarkat yang belum 

terealisasikan. Contoh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 

adalah memberikan dana untuk pendidikan dan kesehatan. 

                                                             
21

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, h. 5. 
22

 Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi....., h. 

188. 
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Suatu daerah yang memiliki pendidikan dan kesehatan yang 

rendah maka bisa mendapatkan dana dari Dana Alokasi 

Khusus (DAK) guna untuk meningkatkan layanan pemerintah 

daerah di bidang pendidikan dan kesehatan. 

2. Kriteria Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari tiga kriteria, 

yaitu sebagai berikut:
23

 

a. Kriteria Umum 

Prioritas pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) 

diutamakan untuk daerah-daerah yang memiliki 

kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata. 

Kemampuan daerah fiskal daerah tersebut didasarkan atas 

selisih antara realisasi penerimaan daerah tidak termasuk 

Sisa Anggaran Lebih (SAL) dengan Belanja Pegawai 

Negeri Sipil Daerah (fiskal netto) pada APBN. 

b. Kriteria Khusus 

Pengalokasian DAK juga harus memperhatikan 

daerah-daerah tertentu yang memiliki dan/atau berada di 

                                                             
23

 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era....., h. 119-121. 
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wilayah dengan kondisi dan kebutuhan khusus sebagai 

berikut: 

a) Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam (NAD) yang merupakan daerah otonomi 

khusus. 

b) Kawasan timur Indonesia, pesisir dan kepulauan, 

perbatasan darat, daerah tertinggi atau terpencil, 

penampung program transmigrasi, rawan banjir dan 

longsor 

c) Propinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai daerah 

pascakonflik, pengalokasian DAK kepada daerah 

sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat 

berdasarkan kriteria tertentu. 

c. Kriteria Teknis 

Kriteria teknis ditetapkan oleh Kementrian 

Negara/Depertemen Teknis. Menurut Kuncoro 

sebagaimana dikutip oleh Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif 

dan Nunung Ayu Sofiati DAK ditunjukan untuk daerah 

khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Oleh karena itu, 
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alokasi yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat 

sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan 

nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK sebagai 

berikut: 

a) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah 

terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai 

ke daerah lain. 

b) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di 

daerah yang menampung transmigrasi. 

c) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di 

daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai 

prasarana dan sarana yang memadai. 

3. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Pengalaman praktis penggunaan DAK sebagai instrumen 

kebijakan, misalnya:
24

 

1) Dipakai dalam kebijakan transfer fiscal untuk mendorong 

sesuatu kegiatan agar sungguh-sungguh dilaksanakan oleh 

daerah. 

                                                             
24

 Muhammad Idris Patarai, Perencanaan Pembangunan....., h. 202. 
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2) Penyediaan biaya pelayanan dasar (basic services) oleh 

daerah cenderung minimal atau dibawah standar. Dalam 

alokasi DAK tersebut pusat menghendaki adanya benefit 

spillover effect sehingga meningkatkan standar umum. 

3) Alokasi dana melalui DAK biasanya memerlukan 

kontribusi dana dari daerah yang bersangkutan, semacam 

matching grant. 

D. Belanja Modal 

1. Pengertian Belanja Modal 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, belanja modal diartikan sebagai pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset langsung yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Bastian 

dan Soepriyanto (2002) sebagaimana dikutip oleh Yoyo 

Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofiati 

menyatakan bahwa kelompok belanja ini mencakup jenis 
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belanja, baik untuk bagian belanja aparatur derah maupun 

pelayanan publik.
25

 

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemeritahan, seperti: 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, 

buku perpustakaan dan hewan.
26

 Nilai yang dianggarkan 

dalam pembelian atau pengadaan serta pembangunan aset 

berwujud adalah berdasarkan harga perolehan. Belanja modal 

dialokasikan sebagai investasi jangka panjang untuk 

menunjang pembangunan di suatu daerah. 

Dalam hal ini, untuk menambah suatu aset yang bersifat 

tetap pemerintah daerah harus mengalokasikan dana dalam 

bentuk belanja modal yang terdapat dalam APBD. Alokasi 

belanja modal tersebut digunakan bukan hanya untuk 

pemerintah saja, melainkan untuk pelaksanaan tugas 

                                                             
25

 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era....., h. 129. 
26

 Abdul Halim, Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik – 

Pemerintah Daerah (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h. 5. 
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pemerintah dan fasilitas umum yang didasarkan pada 

kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana. Kerna pada 

dasarnya belanja modal merupakan bentuk pelayanan publik 

yang memiliki waktu jangka panjang. 

Belanja modal juga bisa dikatakan dengan investasi sektor 

publik,
27

 sehingg beberapa jenis dan varian dari investasi 

sektor publik yaitu sebagai berikut: 

a. Investasi sosial yang lebih memerhatikan aspek 

keberpihakkan pada kelompok masyarakat tertentu. 

b. Investasi untuk membentuk generator pertumbuhan yang 

difokuskan pada kebijakan strategi untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang lokal. 

c. Investasi untuk layanan publik. 

d. Investasi untuk penciptaan return baik dalam waktu 

jangka panjang maupun jangka pendek dalam konteks ini 

memperhatikan aspek bisnis. 

                                                             
27

 Abdul Halim, Analisis Investasi....., h. 11. 
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e. Investasi untuk menciptakan business baru yang lebih 

mengedepankan pada upaya inovatif sumber-sumber 

ekonomi baru. 

f. Investasi yang menciptakan penghematan maupun 

peningkatan kapasitas ketugasan pada Aparatur 

Pemerintah Daerah yang ukurannya adalah efisiensi. 

2. Klasifikasi Belanja Modal 

Belanja modal diklasifikasikan dalam lima macam, yaitu 

sebagai berikut:
28

 

1) Belanja Modal Tanah 

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan 

penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, 

pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan 

sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan 

pemerolehan hakatas tanah, sampai tanah yang dimaksud 

dalam kondisi siap pakai. 

 

                                                             
28

 Yoyo Sudaryo, Dkk, Keuangan di Era....., h. 131-132. 
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2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja modal peralatan dan mesin adalah 

pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan 

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang 

memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan 

sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi 

siap pakai. 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja modal gedung dan bangunan adalah 

pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan 

pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang 

menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

4) Belanja Modal Jalan, Irigisi dan Jaringan 

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah 

pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan 
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/penambahan/penggantian/peningkatan 

pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan,dan 

pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah 

kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

5) Belanja Modal Tetap Lainnya 

Belanja modal  tetap lainnya adalah 

pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan 

/penambahan/penggantian/peningkatan 

pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik 

lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria 

Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan, termasuk dalam 

belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, 

pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan 

barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-

buku dan jurnal ilmiah. 
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E. Persfektif Ekonomi Islam 

1. Sistem Keuangan Islam 

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber 

dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama 

terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai 

bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah 

peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. 

Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah 

tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem 

hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai 

uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam 

pada masa mendatang.
29

 

Sistem keuangan Islam sangat berperan penting terhadap 

perekonomian Islam karena sistem keuangan Islam 

didasarkan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jadi dalam 

penerapan sistem keuangan Islam memiliki suatu keyakinan 

dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara adil. 
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 Muh Arafah, Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis, (Al-

Kharaj: Journal Of Islamic Economic And Business Vol. 1 No. 1, 2019), h. 57. 
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Karakteristik utama sistem keuangan dan perbankan Islam 

menurut Chapra sebagaimana dikutip oleh Amri Amir 

mempunyai fungsi dan tujuan yaitu sebagai berikut:
30

 

a. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja yang 

penuh serta laju pertumbuhan ekonomi yang optimal. 

b. Keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan atau 

pendapatan yang merata. 

c. Stabilitas nilai mata uang sehingga memungkinkan uang 

sebagai alat tukar yang dapat diandalkan, mempunyai 

standar yang baik serta alat penyimpan yang stabil. 

d. Mobilisasi tabungan dan investasi untuk pembangunan 

ekonomi yang adil. 

e. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif secara 

normal. 

2. Kualitas Laporan Keuangan 

Kualitas laporan keuangan tidak terlepas dari empat 

karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yaitu dapat 

dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Dalam 
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 Amri Amir, Ekonomi dan Keuangan Islam, (Jambi: Pustaka Muda, 

2015), h. 266. 
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Al-Qur’an Allah telah menjelaskan bagaimana kita dalam 

membuat catatan atas suatu transaksi yaitu Q.S. Al-Baqarah 

(1) ayat 282 sebagai berikut:
31

 

ـايَُّٓاَ ٍََ ي ٰۤ ا انَّزِيۡ ٰٕۤۡ يَُُ تىَُۡ اِرَا ا  ُۡ ٍَ  تذََايَ ٗ تِذَيۡ
ٰٓ ًًّّٗ اجََمَ  اِن  سَ َُِ يُّ ٕۡ  ؕ فاَكۡتثُُ

نۡيكَۡتةُ لََ ؕ َ تاِنۡعَذۡلَِ كَاتةِ َ  تَّيُۡكَُىَۡ َٔ ٌَۡ كَاتةَِ  ياَۡبََ َٔ ا يَّكۡتةََُ اَ ًَ  كَ

َُّعََ ًَ َُ هَّ
همَِِ فهَۡيكَۡتةَُۡ اّلل  ًۡ نۡيُ َٔ َٖۡ َِّ انَّزِ نۡيتََّكَِ انۡحَـكَُّ عَهيَۡ َٔ ََ

َّ  اّلل  لََ سَتَّ َٔ 

َُّ يثَۡخَسَۡ ُۡ ٌَۡ ؕ  شَيۡــ ـًّا يِ ٌََ فاَِ َٖۡ كَا َِّ انَّزِ َٔۡ سَفِيًّۡٓا انۡحَـكَُّ عَهيَۡ  اَ

َٔۡ ضَعِيۡفًّا ٌَۡ يسَۡتطَِيۡعَُ لََ اَ مََّ اَ ًِ ََٕ يُّ همَِۡ ُْ ًۡ َّ  فهَۡيُ نيُِّ  ؕ تاِنۡعَذۡلَِ َٔ

ا ۡٔ ذُ ِٓ اسۡتشَۡ َٔ ٍَِ يۡذَيۡ ِٓ ٍَۡ شَ جَانِكُىَۡ يِ ٌَۡ ؕ َسِّ َاَ نَّىَۡ فاَِ ٕۡ ٍَِ يكَُ  فشََجُمَ  سَجُهيَۡ

ٍَِ ايۡشَاتَ  َّٔ ٍَۡ ًَّ ٌََ يِ ٕۡ ٍََ تشَۡضَ ٓذََآٰءَِ يِ ٌَۡ انشُّ ا تضَِمََّ اَ ًَ ٮُٓ شََ احِۡذ   فتَزَُكِّ

ا ًَ ٮُٓ ٖ احِۡذ  ٓذََآٰءَُ ياَۡبََ لََ ََٔ ؕ الۡخُۡش  ا يَا ارَِا انشُّ ٕۡ لََ ؕ دُعُ َٔ 

ا ٰٕۤۡ ًُ ٌَۡ تسَۡــ ـَ َُِ اَ ٕۡ ُ ا تكَۡتثُ َٔۡ صَغِيۡشًّ ا اَ ٗ كَثِيۡشًّ
ٰٓ َّ  اِن   الَۡسَطَُ نِكُىَۡ رَ  ؕ اجََهِ

ذََ ُۡ َِ عِ
وَُ اّلل  َٕ الَۡ ٓاَدَجَِ َٔ ٗ نِهشَّ

ٰۤ َ ادَۡ ا الَََّ َٔ ٰٓ ٕۡ َٰۤ تشَۡتاَتُ ٌَۡ الَِّ ٌََ اَ ٕۡ  تجَِاسَجًَّ تكَُ

ََٓاَتذُِيَۡ حَاضِشَجًَّ ۡٔ ْاَ الَََّ جُُاَحَ  عَهيَۡكُىَۡ فهَيَۡسََ تيَُۡكَُىَۡ شُ ٕۡ ُ  ؕ تكَۡتثُ

ا ٰۤۡٔ ذُ ِٓ اشَۡ لََ ؕ َ تثَاَيعَۡتىَُۡ اِرَا َٔ لََ كَاتةَِ  يضَُآٰسََّ َٔ يۡذَ  َّٔ ِٓ ٌَۡ شَ اِ ا َٔ ٕۡ  تفَۡعَهُ
 َّ َّ قَ  فاََِ ٕۡ ََ اتَّمُٕا ََٔ تِكُىَۡ فسُُ

كُىَُ اّلل  ًُ يعَُهِّ َٔ َُ
َُ ؕ  اّلل 

اّلل  ءَ  تِكُمَِّ َٔ ۡٗ  شَ

 عَهِيۡىَ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 
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 Imam Ghazali Masykur,Dkk, Almumayyaz Al-Qur’an Tajwid 
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berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 

lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 

seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 

besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 

Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; 

dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika 

kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada 

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui 

segala sesuatu”. 

Ayat diatas menjelaskan agar dalam mencatat transaksi 

haruslah dengan benar agar laporan yang dihasilkan relevan, 

dan tidak ada konsep tindakan material dalam transaksi, baik 

kecil maupun besar haruslah tercatat dan terselesaikan sesuai 

jadwalnya. 
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F. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Anggaran Belanja Modal 

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan 

keuangan antara pemerintahan pusat dengan daerah yang 

bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri salah 

satunya yaitu Dana Alokasi Umum. Pemerintah daerah juga 

dapat menggunakan dana Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 

memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan 

melalui belanja modal. Selain itu Dana Alokasi Umum 

(DAU) merupakan Dana yang bersumber dari APBN. 

Adapun tujuan dari transfer salah satunya dalam bentuk 

Dana Alokasi Umum yaitu untuk mengurangi perbedaan 

keuangan dan kemampuan pendanaan antar daerah, dengan 

cara ini maka pemberian Dana Alokasi Umum antar daerah 

tidak sama jumlahnya. Daerah dapat memakai dana transfer 

yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum yang digunakan 

untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui 
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Belanja Modal. Semakin besar DAU yang diberikan dari 

pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan 

pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja 

Modal daerah.
32

 

Berdasarkan penelitian dari Made Ari Juniawan dan Ni 

Putu Santi Suryantini (2018), Indra Sulistyaningsih dan 

Haryanto (2019) dengan hasil yang menyatakan bahwa Dana 

Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 

Oleh karena itu maka dihasilkan hipotesis pertama adalah: 

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap 

Belanja Modal di Provinsi Banten  

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 

Anggaran Belanja Modal 

DAK adalah pendanaan yang besumber dari Anggaran 

Pendapatann Belanja Negara untuk setiap daerah tertentu 

yang bertujuan sebagai memdanai keperluan khusus 

melingkupi kebutuhan daerah yang merupakan kebutuhan 

seragam dengan program nasional. Pendanaan ini diutamakan 
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 Made Ari Juniawan Dan Ni Putu Santi Suryantini “Pengaruh 

PAD....., h. 1267. 
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untuk daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria untuk 

memperoleh tambahan dana dari pusat yang melalui DAK.
33

 

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan 

yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memberikan 

pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja 

modal. Selain itu Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan 

Dana yang bersumber dari APBN. Dimana  Dana Alokasi 

Khusus (DAK) di alokasikan kepada pemerintah daerah untuk 

membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 

dan prioritas nasional. Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus 

ditanggung oleh pemerintah daerah. 

Berdasarkan penelitian dari Made Ari Juniawan dan Ni 

Putu Santi Suryantini (2018), Indra Sulistyaningsih dan 

Haryanto (2019) dengan hasil yang menyatakan bahwa Dana 

Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 

Oleh karena itu maka dihasilkan hipotesis kedua yaitu: 
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H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap 

Belanja Modal di Provinsi Banten  

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal 

Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi 

kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Dana perimbangan diantaranya yaitu Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang 

merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang 

digunakan oleh setiap pemerintah daerah dalam bentuk 

pembiayaan pembiayaan atas belanja modal yang dilakukan 

pada pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Termasuk memberikan sarana dan 

prasarana kepada masyarakat. Sehingga Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki peran 

yang cukup penting pada pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah perlu mengatur belanja daerah dan 

berfokus pada belanja modal demi pembangunan daerah 

dalam pelaksanaan public service kepada masyarakat. Untuk 
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itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan 

dari sumber penerimaan daerah termasuk didalamnya yaitu 

DAU, dan DAK. Bila suatu daerah terjadi dengan adanya 

peningkatan pada DAU, dan DAK secara bersamaan maka 

diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap 

belanja modal.
34

 

Berdasarkan penelitian dari Made Ari Juniawan dan Ni 

Putu Santi Suryantini (2018), Indra Sulistyaningsih dan 

Haryanto (2019) dengan hasil yang menyatakan bahwa Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif 

terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu maka dihasilkan 

hipotesis ketiga yaitu: 

H3: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 

berpengaruh positif terhadap 

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sebelum penulis melakukan penelitian, sebelumnya telah ada 

peneliti yang melakukan penelitian mengenai Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran 
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Belanja Modal. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan dan berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syukri dan 

Hinaya Tahun 2019, judul peneliti: “Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan 

Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal 

Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan” dengan 

variabel independen: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus. 

Sedangkan variabel dependen: Anggaran Belanja Modal 

Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang 

dilakukan yaitu analisis deskriptif membentuk model regresi 

berganda pengujian hipotesis dan menentukan koefisien 

determinasi, dan menggunakan data sekunder. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa dalam pengujian model 

regresi linear berganda Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus 

berpengaruh signifikan sedangkan, pengujian model secara 
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parsial, hanya variabel PAD yang berpengaruh secara 

signifikan Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi 

Umum Dan Dana Alokasi Khusus Tidak Berpengaruh Secara 

Signifikan Terhadap Tingkat Kemajuan Daerah. Persamaan 

dalam penelitian ini yaitu variabel yang digunakan Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja 

Modal, menggunakan metode kuantitatif dengan data 

sekunder. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu 

variabel yang digunakan Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan di Kabupaten & Kota 

Provinsi Sulawesi Selatan.
35

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem dan Dessy Dyah 

Pratama, tahun 2018, judul peneliti: “Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan 

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2011-2016)” dengan 

variabel independen: Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi 

                                                             
35

 Muhammad Syukri dan Hinaya “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus 

Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi 
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Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah. 

Sedangkan variabel dependen: Belanja Modal Di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (2011-2016). Metode yang 

dilakukan oleh peniliti yaitu data sekunder pada BPS dengan 

menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji 

Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Hasil Hipotesis 

serta Uji Koefisien Determinasi (R Square). Hasil penilitian 

ini menunjukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Secara serentak berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal. Persamaan dalam penelitian ini yaitu: 

variabel yang digunakan Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan metode 

kuantitatif dengan data sekunder. Sedangkan perbedaannya 

yaitu: variabel yang digunakan Pertumbuhan Ekonomi, 

penelitian dilakukan di Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta.
36
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Dwi Jayanti, tahun 2020, 

judul penelitian: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja 

Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 

2016-2018” dengan variabel independen: Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 

Sedangkan variabel dependen: Belanja Modal di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. 

Metode yang dilakukan oleh peniliti yaitu data sekunder dan 

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-

2018. Hasil penilitian ini menunjukan bahwa Variabel 

Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Variabel Dana Alokasi 

Umum (X2) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. 

Sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus (X3) tidak 

memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Persamaan dalam 

penelitian ini yaitu: variabel yang digunakan Dana Alokasi 

Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 
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dengan metode kuantitatif dengan data sekunder. Sedangkan 

perbedaannya yaitu: variabel yang digunakan Pendapatan Asli 

Daerah, penelitian dilakukan di Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018.
37

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Made Ari Juniawan dan Ni 

Putu Santi Suryantini, tahun 2018, judul penelitian: 

“Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal 

Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali” dengan variabel 

independen: PAD, DAU dan DAK. Sedangkan variabel 

dependen Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi 

Bali. Metode penelitian yang digunakan oleh peniliti yaitu 

data sekunder berupa data kuantitatif dan Teknik pengujian 

data menggunakan Uji Asumsi Klasik dan teknik analisis data 

yang digunakan yaitu model regresi berganda. Hasil penilitian 

ini menunjukan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh 

positif terhadap belanja modal di Provinsi Bali. Persamaan 

dalam penelitian ini yaitu: variabel yang digunakan Dana 
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Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja 

Modal dengan metode kuantitatif dengan data sekunder yang 

menggunakan teknik analisis regresi berganda. Sedangkan 

perbedaannya yaitu: variabel yang digunakan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), penelitian dilakukan di Bali.
38

 

5. Penelitian yang dilakukan Heriston Sianturi dan Anastasya 

Astrid Eka Putri, tahun 2018, judul penelitian: “Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana 

Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja 

Modal (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota Provinsi Banten) Tahun 2012-2016” dengan 

variabel independen: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK). Sedangkan variabel dependen: Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten) Tahun 2012-2016. 

Metode penelitian yang digunakan oleh peniliti yaitu data 
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sekunder berupa data kuantitatif dan Teknik pengujian data 

menggunakan Uji Asumsi Klasik dan teknik analisis data 

yang digunakan yaitu model regresi berganda. Hasil penilitian 

ini menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja 

Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 – 

2016. Hal ini ditunjukkan dengan F hitung 102,846 > 2,87 F 

tabel. Persamaan dalam penelitian ini yaitu: variabel yang 

digunakan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 

terhadap Belanja Modal dengan metode kuantitatif dengan 

data sekunder yang menggunakan teknik analisis regresi 

berganda. Sedangkan perbedaannya yaitu variabel yang 

digunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penelitian 

dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 

– 2016.
39
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Sulistyaningsih dan 

Haryanto, tahun 2019, judul penelitian: “Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana 

Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2013-2017” dengan variabel independen: Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 

Sedangkan variabel dependen: Alokasi Belanja Modal Pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Metode yang dilakukan oleh peniliti yaitu data sekunder dan 

Sumber data yang digunakan adalah Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2017 yang 

diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan 

Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan teknik analisis 

regresi berganda. Hasil penilitian ini menunjukan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Hal tersebut 
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menunjukkan peningkatan maupun penurunan dari 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus secara simultan akan mengakibatkan 

peningkatan maupun penurunan pada Belanja Modal. 

Persamaan dalam penelitian ini yaitu: variabel yang 

digunakan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 

terhadap Belanja Modal dengan metode kuantitatif dengan 

data sekunder dan teknik analisisnya menggunakan regresi 

berganda. Sedangkan perbedaannya yaitu: variabel yang 

digunakan Pendapatan Asli Daerah dan penelitiannya 

dilakukan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-

2017.
40

 

H. Hipotesis 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari 

permasalahan penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

                                                             
40

 Indra Sulistyaningsih Dan Haryanto, “Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana  Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi 

Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013-2017”. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 8, Nomor 

2.2019. 



 70 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta emperis 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga 

dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban secara emperik.
41

 

Hipotesis ini akan diuji oleh penulis sendiri sehingga akan 

didapatkan suatu kesimpulan dari penelitian, apakah hipotesis 

tersebut dapat diterima atau ditolak. Adapun beberapa hipotesis 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Ho1 = Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) diduga tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. 

Ha1 = Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) diduga berpengaruh 

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Banten. 

Ho2 = Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) diduga tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. 
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Ha2 = Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) diduga berpengaruh 

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Banten. 

Ho3 = Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Variabel Dana 

Alokasi Khusus (DAK) diduga tidak berpengaruh 

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Banten.  

Ha3 = Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Variabel Dana 

Alokasi Khusus (DAK) diduga berpengaruh terhadap 

Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. 


